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SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NOMOR : W8-TUN3/376/ OT.01.3/1/2023
TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN BAGIPELAKSANA
LAYANAN DAN KOMPENSASI PENERIMA LAYANAN

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Menimbang a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada

masyarakat maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian
penghargaan dan hukuman kepada Petugas Pelayananan serta
pemberian kompensasi kepada Penerima Layanan di Pengadilan Tata
Usaha Negara Jayapura,;

b. Bahwa dalam rangka pemberian penghargaan dan hukuman kepada
Pemberi Layanan serta kompensasi kepada Penerima Layanan perlu
ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan serta
kompensasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
(a) dan (b) maka perlu disusun pedoman untuk melaksanakar> penilaian dan
kompensasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Mengingat - 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Rl sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Rl Nomor 3
Tahun 2009;

2. Undang-Undang Rl Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI
Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang
RI Nomor 51 Tahun 2009;

3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara;

4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Peiayanan
Publik;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;



Menetapkan

Pertama

Kedua

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor: KMA/080/SK/VI11/2006
Tanggal 24 Agustus 2006 tentangPedoman Pelaksanaan Pengawasan
diLingkungan Lembaga Peradilan;

8. Pperaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan
Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN BAGI
PELAKSANA LAYANAN DAN KOMPENSASI PENERIMA LAYANAN;

Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas
Pelayanan Publik diLingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas
Pelayanan Publik diLingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

1. Petugas Pelayanan Publik yang berdasarkan hasil penilaian tim
Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk
ditetapkan sebagaiPetugasPelayanan Terbaik dapatmemperoleh:

a. Ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik

dengan menerima Piagam Penghargaan atau publikasi
sebagai petugas pelayanan terbaik melalui media informasi
PTUN Jayapura;

. Untuk petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)

maka akhir tahun SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang
bersangkutan dinaikkan maksimum 2 poin pada unsur
Periaku Kerja Sub Unsur Orientasi Pelayanan dan Sub
Unsur Komitmen, sedangkan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) diberikan tambahan nilai
pada Penilaian Kinerja Tahunan pegawai yang
bersangkutan;

c. Pengembangan kompetensi

2. Penilaian kinerja sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik,
dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh tim yang diangkat oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayaura;

3. Unsur yang dinilai antara lain:

a.
b.

C.

Menerapkan kode etik pegawai dan standarpelayanan;

Tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan
kepada pelanggan;

Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan
kepada pelanggan;



d. Tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan
pelayanan kepada pelanggan;

e. Tingkat keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan
kepada pelanggan.

4. Penghargaan dilakukan dan diberikan setiap tahun pada bulan
Agustus.

Ketiga :  Hukuman disiplin berlaku untuk Petugas yang berstatus PNS dan PPNPN di
lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
1. Pemberian Hukuman Disiplin untuk PNS:

a. Petugas Pelayanan  Publik diberikan hukuman bilamana
melanggar ketentuan:

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

b. Pemberian hukuman didasarkan laporan penilaian kinerja atasan
langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi;

c. Jenis-jenis hukuman untuk petugas yang berstatus PNS terdiri
Hukuman sebagai berikut:

No Kategori Tanpa Alasan yang Sanksi
Hukuman Sah
1. Hukuman 5 hari ( termasuk Teguran Lisan
Disiplin datang terlambat,
Ringan pulang cepat

dihitung secara
kumulatif- 7/3 jam)

6-10 hari Teguran Tertulis
11-15 hari Pernyataan tidak puas secara tertulis
2 Hukuman 11-15 hari Pernyataan tidak puas secara tertulis
Disiplin 16-20 hari Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Gaji
Sedang Berkala
21-25 hari Penundaan Kenaikan Pangkat
25-30 hari Penurunan Pangkat Setingkat lebih
rendah paling lama 1 bulan
3. Hukuman 31-35 hari Penurunan Pangkat
Disiplin Berat Setingkat lebih Rendah paling rendah

paling lama 3 tahun




Keempat

Kelima

2. Pemberian hukuman kepada Peugas yang berstatus PPNPN
ditetapkan sebagai sebagai berikut:

a. Mendapatkan Surat Teguran (sanksi ringan) apabila terlambat
atau pulang cepat tanpaizin 3 (tiga) dalam 1 (satu) minggu;

b. Sanksi Sedang apabila tidak termasuk kerja selama 3 (tiga)
hari berturut-turut dalam 1 (satu) minggu dan 6 (enam) hari
dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun tanpa ada
keterangan dapatdibenarkan;

c. Sanksi Berat apabila terindikasi melakukann tindak pidana
baik didalam maupundiluarlingkungan kantor PTUN Jayapura;
Pada setiap sanksi yang diberikan (ringan, sedang dan berat)
dapat diterbitkan Surat Peringatan |, Il danlll, apabila PPNPN
sudah menerima Surat Peringatan Ill maka akan diterbitkan Surat
Pemutusan Hubungan kerja ditahun berjalan

Kompensasi diberikan atas pelayanan PTUN Jayapura yang tidak
memenuhi  standar pelayanan publik berdasarkan SOP kepada penerima
pelayanan publik. Kompensasi diberikan dalam bentuk: Permohonan maaf
secara tertulis dari pimpinan PTUN Jayapura, yang disampaikan kepada
penerima Layanan,

Keputusan ini berlaku jejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan seperiunya

Di tetapkan di : Jayapura

31 Januari 2023




